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Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis
strategi pemerintah desa dalam
mengimplementasikan Program Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Renrua,
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik penentuan informan secara purposive
sampling. Data diperoleh melalui observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian
dianalisis menggunakan tahapan reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah
desa dalam implementasi STBM dilakukan melalui
empat tahapan utama, yaitu perencanaan dan
penganggaran, sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan
program, serta monitoring dan evaluasi. Strategi
tersebut melibatkan pemerintah desa, kader
kesehatan, Badan Permusyawaratan Desa, dan
masyarakat sebagai aktor utama dalam mendorong
perubahan perilaku sanitasi. Implementasi program
telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya sanitasi yang layak, meskipun masih
dijumpai berbagai kendala, seperti keterbatasan
sarana sanitasi, rendahnya kesadaran sebagian
masyarakat, dan perlunya penguatan pendampingan
secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan
bahwa keberhasilan implementasi STBM
dipengaruhi oleh sinergi antaraktor, komitmen
pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat
dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.
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PENDAHULUAN
Sanitasi merupakan salah satu aspek mendasar dalam pembangunan kesehatan masyarakat

karena berkaitan erat dengan upaya pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, dan
keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia menjadikan sanitasi sebagai salah satu prioritas
pembangunan melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu pendekatan
yang menekankan perubahan perilaku masyarakat melalui pemberdayaan tanpa bergantung pada
subsidi pembangunan sarana. STBM terdiri atas lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar

mailto:sikoneervin9@gmail.com


ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.8, Juli 2026

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2810-0581 (online)

4305

Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan
Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Air
Limbah Domestik Rumah Tangga (PALDRT). Kelima pilar tersebut diarahkan untuk
mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menurunkan risiko penyakit berbasis
lingkungan (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Pelaksanaan STBM juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),
khususnya tujuan keenam mengenai akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Untuk
mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, di
antaranya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui
melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat. Kebijakan tersebut menekankan tiga komponen utama implementasi, yaitu enabling
environment, demand creation, dan supply improvement, yang menjadi dasar dalam mendorong
perubahan perilaku sanitasi masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi STBM di berbagai daerah masih menghadapi tantangan
yang cukup kompleks. Perubahan perilaku masyarakat terhadap praktik sanitasi tidak hanya
dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan, kebiasaan, kondisi
sosial budaya, serta efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu,
keberhasilan program STBM tidak dapat diukur semata-mata dari pembangunan sarana sanitasi,
tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk
mengadopsi perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.
Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan buang air besar
sembarangan karena keterbatasan kepemilikan jamban sehat. Selain itu, kepemilikan fasilitas cuci
tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah rumah tangga,
serta pengelolaan limbah cair domestik juga masih relatif rendah. Meskipun pemerintah desa
terus meningkatkan penyediaan sarana sanitasi, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal
sehingga diperlukan strategi implementasi yang mampu mendorong perubahan perilaku
masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi STBM memberikan
kontribusi terhadap peningkatan perilaku hidup bersih masyarakat. Kumarayanti et al. (2020)
menemukan bahwa edukasi mengenai Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) berpengaruh terhadap
peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mencegah diare. Sementara itu, Haris et al. (2025)
menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan STBM pada pilar pengelolaan sampah rumah tangga
masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan rendahnya edukasi kepada masyarakat.
Namun, kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan salah satu pilar
STBM sehingga belum menjelaskan secara komprehensif strategi pemerintah desa dalam
mengimplementasikan keseluruhan program STBM melalui proses perencanaan, sosialisasi,
pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda
dengan menganalisis strategi pemerintah desa dalam mengimplementasikan Program STBM
secara menyeluruh menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Teori ini
memandang keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of
policy) dan konteks implementasi (context of implementation), sehingga relevan untuk
menjelaskan bagaimana strategi pemerintah desa diterapkan dalam mendorong partisipasi
masyarakat serta mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi
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pemerintah Desa Renrua dalam mengimplementasikan Program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan edukasi,
pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi guna mendorong peningkatan perilaku
sanitasi masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman

yang mendalam mengenai strategi pemerintah desa dalam mengimplementasikan Program
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pendekatan ini dipilih karena mampu
menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, dan
interaksi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Penelitian dilaksanakan di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Lokasi
penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan masih ditemukannya berbagai
permasalahan sanitasi, seperti rendahnya akses terhadap sanitasi dasar, tingginya praktik buang
air besar sembarangan, serta adanya pelaksanaan Program STBM sebagai upaya pemerintah desa
dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih
individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi Program
STBM. Informan berjumlah 15 orang yang terdiri atas pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa), tiga kader kesehatan desa, serta sembilan orang
masyarakat sebagai penerima manfaat program. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk
memperoleh informasi yang komprehensif mengenai strategi pemerintah desa dalam setiap
tahapan implementasi program.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi
literatur. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sanitasi dan pelaksanaan
program di lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai
strategi yang diterapkan pemerintah desa serta pengalaman para informan selama pelaksanaan
STBM. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data berupa dokumen, foto, dan arsip yang
berkaitan dengan penelitian, sedangkan studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan
teoritis dan kerangka analisis penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, yang
meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus
penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Tahap akhir
dilakukan melalui interpretasi terhadap seluruh data untuk menemukan pola, hubungan
antartemuan, serta menyusun kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Pemerintah Desa dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Renrua dalam
mengimplementasikan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilakukan secara
bertahap melalui empat strategi utama, yaitu perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan
edukasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Keempat strategi tersebut
saling berkaitan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju praktik sanitasi yang
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lebih baik. Implementasi strategi tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi
juga menekankan pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam setiap
tahapan program. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi STBM
dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa membangun kolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan, terutama kader kesehatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan
masyarakat sebagai sasaran utama program.

Perencanaan dan Penganggaran Program STBM
Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah pelaksanaan Program STBM

di Desa Renrua. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa menyusun rencana program
melalui forum musyawarah yang melibatkan aparat desa, kader kesehatan, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut
bertujuan mengidentifikasi kondisi sanitasi masyarakat, menentukan kebutuhan prioritas, serta
menyusun alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan program. Melalui proses tersebut,
pemerintah desa berupaya memastikan bahwa pelaksanaan STBM sesuai dengan kebutuhan riil
masyarakat dan memperoleh dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.

Strategi perencanaan yang bersifat partisipatif menunjukkan adanya komitmen
pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola program yang inklusif. Keterlibatan masyarakat
sejak tahap perencanaan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan permasalahan
sanitasi yang dihadapi sehingga keputusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi lokal.
Selain itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan
kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring program agar seluruh tahapan implementasi
dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, strategi tersebut
mencerminkan dimensi content of policy, khususnya terkait kejelasan tujuan kebijakan,
pembagian sumber daya, serta keterlibatan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan.
Perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa
pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas sanitasi, tetapi juga membangun
komitmen bersama untuk mencapai tujuan program. Kejelasan sasaran dan dukungan sumber
daya menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat
desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Haris et al. (2025) yang menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi STBM memerlukan dukungan perencanaan yang matang serta
ketersediaan sumber daya yang memadai. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa
aspek partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan menjadi faktor penting yang memperkuat
implementasi program, sehingga strategi pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada aspek
administratif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama perubahan perilaku.

Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Setelah proses perencanaan selesai, pemerintah desa melaksanakan strategi sosialisasi dan

edukasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sanitasi.
Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan desa, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan edukasi yang
dipandu oleh kader kesehatan dengan dukungan pemerintah desa. Materi yang disampaikan
mencakup lima pilar STBM, manfaat sanitasi yang layak, serta risiko kesehatan akibat perilaku
sanitasi yang buruk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi strategi utama dalam
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membangun kesadaran masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan bahwa sebelum adanya
program STBM, pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi masih terbatas sehingga berbagai
perilaku yang tidak sehat, seperti buang air besar sembarangan dan pengelolaan sampah yang
kurang baik, masih sering ditemukan. Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara berulang,
masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari
upaya meningkatkan kesehatan keluarga.

Strategi edukasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfungsi
sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial. Pendekatan yang
digunakan lebih menekankan pada penyadaran masyarakat dibandingkan dengan pemberian
sanksi, sehingga perubahan perilaku diharapkan muncul atas dasar kesadaran masyarakat sendiri.
Pendekatan ini sesuai dengan prinsip dasar STBM yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku
utama dalam mewujudkan sanitasi total berbasis perubahan perilaku.

Dalam teori implementasi kebijakan Grindle, keberhasilan sosialisasi dipengaruhi oleh
context of implementation, khususnya karakteristik sosial masyarakat, kemampuan pelaksana
program, serta tingkat respons kelompok sasaran terhadap kebijakan. Pemerintah desa
memanfaatkan kader kesehatan sebagai agen perubahan yang memiliki kedekatan dengan
masyarakat sehingga proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Kepercayaan
masyarakat terhadap kader kesehatan turut meningkatkan penerimaan terhadap pesan-pesan
sanitasi yang disampaikan.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Kumarayanti et al. (2020) yang menunjukkan
bahwa edukasi kesehatan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perilaku
hidup bersih dan sehat. Akan tetapi, penelitian ini memperlihatkan bahwa edukasi dalam
implementasi STBM tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun
partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelaksanaan program.

Pelaksanaan Program STBM
Tahap pelaksanaan merupakan implementasi nyata dari perencanaan yang telah disusun

oleh pemerintah Desa Renrua. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program STBM
dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, kader kesehatan, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Setiap pihak memiliki peran sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya, di mana pemerintah desa berperan dalam koordinasi
program, kader kesehatan bertugas memberikan pendampingan dan edukasi, sedangkan
masyarakat menjadi pelaku utama dalam menerapkan lima pilar STBM di lingkungan tempat
tinggalnya.

Pelaksanaan program tidak hanya diarahkan pada penyediaan fasilitas sanitasi, tetapi lebih
menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah desa berupaya mendorong
masyarakat untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan, membiasakan cuci tangan
menggunakan sabun, menjaga kebersihan air minum dan makanan, mengelola sampah rumah
tangga dengan baik, serta mengelola limbah cair domestik secara aman. Strategi tersebut
dilakukan melalui pendampingan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu menerapkan
perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah memberikan perubahan
positif terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi. Sebagian masyarakat mulai
memanfaatkan jamban sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta lebih memperhatikan
pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Meskipun demikian, perubahan perilaku belum
berlangsung secara merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya
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menerapkan seluruh pilar STBM karena keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan,
serta kuatnya kebiasaan yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa perubahan perilaku sanitasi merupakan proses sosial yang membutuhkan
waktu dan pendampingan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, keberhasilan
pelaksanaan program dipengaruhi oleh kesesuaian antara isi kebijakan dengan kondisi
masyarakat sebagai kelompok sasaran. Kejelasan tujuan program, pembagian peran antaraktor,
serta dukungan sumber daya memungkinkan implementasi berjalan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan juga sangat ditentukan oleh kondisi
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang menjadi konteks implementasi kebijakan. Dengan
demikian, keberhasilan STBM tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirancang
pemerintah, tetapi juga pada kemampuan pelaksana dalam menyesuaikan strategi dengan
karakteristik masyarakat setempat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Grindle yang menegaskan bahwa
implementasi kebijakan merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan
dan konteks implementasinya. Dalam konteks Desa Renrua, strategi pemerintah desa yang
mengedepankan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun komitmen
bersama untuk mewujudkan sanitasi yang lebih baik. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan
STBM tidak hanya tercermin dari tersedianya fasilitas sanitasi, tetapi juga dari meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku menuju pola hidup yang lebih sehat.

Monitoring dan Evaluasi Program STBM
Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan akhir yang dilakukan pemerintah Desa

Renrua untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program STBM berjalan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan monitoring dilakukan secara berkala
oleh kader kesehatan bersama pemerintah desa melalui kunjungan ke setiap dusun untuk
mengamati perkembangan penerapan lima pilar STBM oleh masyarakat. Hasil pemantauan
kemudian didokumentasikan dan dilaporkan kepada pemerintah desa serta Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.

Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai
sarana pembinaan kepada masyarakat. Dalam setiap kegiatan pemantauan, kader kesehatan
memberikan arahan, motivasi, dan edukasi kepada masyarakat yang belum menerapkan perilaku
sanitasi sesuai dengan prinsip STBM. Pendekatan yang bersifat persuasif tersebut bertujuan
membangun kesadaran masyarakat sehingga perubahan perilaku dapat berlangsung secara
sukarela dan berkelanjutan. Dengan demikian, monitoring menjadi bagian penting dalam
menjaga konsistensi implementasi program sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang
muncul di lapangan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi Program STBM telah memberikan
dampak positif terhadap peningkatan perilaku sanitasi masyarakat. Masyarakat mulai
menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya penggunaan jamban sehat,
kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Namun demikian, pemerintah desa masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan
sarana sanitasi pada sebagian rumah tangga, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta
masih adanya kebiasaan lama yang sulit diubah dalam waktu singkat. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pencapaian sanitasi total memerlukan proses pendampingan yang
berkelanjutan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
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Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle menunjukkan
bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari upaya menyesuaikan implementasi
kebijakan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Melalui evaluasi yang dilakukan
secara berkala, pemerintah desa memperoleh informasi mengenai tingkat keberhasilan program,
hambatan implementasi, serta kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Informasi tersebut
menjadi dasar dalam melakukan perbaikan strategi agar implementasi STBM semakin efektif dan
berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa
Renrua dalam mengimplementasikan Program STBM telah berjalan melalui tahapan yang
sistematis, yaitu perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan program,
serta monitoring dan evaluasi. Keempat strategi tersebut saling melengkapi dalam membangun
partisipasi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku sanitasi. Meskipun masih dijumpai
beberapa kendala dalam implementasinya, kolaborasi antara pemerintah desa, kader kesehatan,
BPD, dan masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan tujuan Program STBM secara
berkelanjutan.

KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Renrua dalam

mengimplementasikan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilaksanakan
melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan edukasi,
pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Strategi tersebut menunjukkan bahwa
implementasi STBM tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi juga
menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan,
kesadaran, dan partisipasi aktif dalam menerapkan lima pilar STBM. Keterlibatan pemerintah
desa, Badan Permusyawaratan Desa, kader kesehatan, dan masyarakat menjadi faktor penting
yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan program.

Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle menunjukkan
bahwa keberhasilan implementasi STBM dipengaruhi oleh keterpaduan antara isi kebijakan
(content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Kejelasan tujuan
program, dukungan sumber daya, pembagian peran antaraktor, serta kondisi sosial masyarakat
menjadi faktor yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa. Meskipun
pelaksanaan program telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi,
penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sarana sanitasi, tingkat pendidikan
masyarakat, dan kebiasaan yang telah mengakar masih menjadi tantangan dalam mewujudkan
perubahan perilaku secara menyeluruh.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program STBM
memerlukan komitmen pemerintah desa untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor,
meningkatkan intensitas edukasi kepada masyarakat, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi
secara berkelanjutan. Pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam membangun perubahan perilaku sanitasi yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah desa, kader kesehatan, dan
partisipasi masyarakat perlu terus dikembangkan agar tujuan Program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat dapat tercapai secara optimal.
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